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BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR  146  TAHUN 2021

TENTANG 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 

perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan 

Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);









c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum

bina marga;

d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum bina marga;

dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 5 

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan,

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris, mempunyai fungsi

a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan

pelaporan;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,

dan keuangan;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;

g. pembinaan jasa konstruksi; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi 

penyusunan program;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;

d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;

e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;

f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program;

g. menyusun hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a angka 2, mempunyai tugas mempunyai

tugas:

a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi um um, kepegawaian

dan keuangan;

b.menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;



c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;

d.menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;

e. menyiapkan bahan monitoring dan ·evaluasi pelaksanaan urusan
umum dan kepegawaian dan keuangan;

f. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;

h.menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi basil

pengawasan;

i. menyusun laporan basil kegiatan pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleb Sekretaris.

Bagian Ketiga 

Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Pasal 7 

(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

perencanaan teknis, evaluasi dan pengendalian program.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1),

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi

a. penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan

pengendalian;

b. pelaksanaan identifikasi, pengolahan data dan bahan dalam
rangka perencanaan teknis, analisa dan evaluasi penyelenggaraan
jalan;

c. pelaksanaan studi kelayakan dan perencanaan teknis jalan;

d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian ta.nab serta bahan
jalan;

e. pelaksanaan penyusunan pedoman, pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan jalan;

f. pelaksanaan rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang
pengawasan jalan;

g. penyusunan laporan basil kegiatan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagi.an Keempat 

Bidang Pembangunan 

Pasal 8 

(1) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan

jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan dan penggantian

jembatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Pembangunan mempunyai fungsi



a. pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program,

estimasi biaya pembangunan serta peningkatan jalan, drainase,

turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong,

pedestrian/trotoar dan jembatan;

b. penelitian dan pengkajian dokumen teknis program kegiatan

pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud,

bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan

jembatan;

c. pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan

jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong,

pedestrian/trotoar dan jembatan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan

pembangunan serta peningkatan jalan, drainase, turap, talud,

bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/ trotoar dan

jembatan;

e. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima 

Bidang Pemeliharaan 

Pasal 9 

( 1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)

huruf d mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan,

jembatan dan perbekalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang

Pemeliharaan mempunyai fungsi

a. pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program,

estimasi biaya pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong,

plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;

b. penelitian dan pengkajian dokumen teknis program kegiatan

pemeliharaan jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan,

gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan jembatan;

c. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan jalan, drainase, turap,

talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong, pedestrian/trotoar dan

jembatan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemeliharaan

jalan, drainase, turap, talud, bronjong, plengsengan, gorong-gorong,

pedestrian/trotoar dan jembatan;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan 

pemeliharaan pemanfaatan jalan dan jembatan serta 

penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan pendukung jalan 

lainnya akibat bencana alam; 

f. penyusunan la po ran hasil kegiatan pelaksanaan tu gas; dan

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.







(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara

lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait

dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan

Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan

Pemrintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten, serta etika pemerintahan.

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten 

Pasuruan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Pasuruan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pasuruan. 

TELAH OlTELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

Kepala Dinas 

Kabag. Hukum 

Kubag. Organisasi 

Sekretaris Dinas 

Tanggal 

J. 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 31 Desember 2021  

SEKRETARIS DAERAH, 

             ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

    ttd.

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 146
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M. IRSY AD YUSUF








